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BAB 1
JAMINAN HAM ANAK

A. Demokrasi, Pilkada, dan HAM

Diantara  sckian  banyak aspek  kehidupan yang paling
menonjol dan harus dihadapi setiap negara demokrasi adalah isu
tentang Hak hak Asasi Manusiac Isu tentang Hak Asast Manusia
(HAM) terutama terarah pada tingkat komitmen negara negara
dalam  mengimplementasikan hak hak dasar manusia dalam
kehidupan  sosial - politike negara dan bangsa  bersangkutan
Komitmen itu paling tidak terlihat darr aspek kebijakan kebijakan
pemerintah yang terwyjud dalam pranata pranata kemasyarakatan,
haik pranata hukum  (Konstitust bescerta penjabarannya dalam
perundang undangan nasional) maupun pranata pranata
Lkelembagaan pendukungnya, termasuk dalam hal int perlindungan
HAM Peran serta masyarakat dan mekanisme bekerjanya pranata
pranata tersebut dalam mewunjudkan tuntutan . HAN di dalam
kehidupan  sosial politik negara hersangkutan,  sesuai - dengan
kesepakatan dan standar - baku masyarakat internasional - yang
tertuang  dalam instrumen mstrumen internasional.  Komitmen
pengtmplementasian HAN ini menjadi penting bagh negara
hersangkutan, bila negara bersangkutan tidak ingin dikucilkan dari

pergaulan masyarakat internasional.

Indoncsia schagai satu negara demokrast mau tidak mau
dihadapkan juga pada isu isu yang muncul akibat modernisast dan
alobalisasy itu, sepertt isu tentang hagaimana perlindungan HAM

Jdan peran serta masyarakat dadam pencgakan HAND di Indonesia
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Dampak  modermesast dan - globahisasr i bagi  Indonesia

memunculkan wajahnyayang khas Indoncesia

VMengapa demikian? Keunikan  tersebut muncul - karena
karakteristik  struktur masyarakat  Indonesia, masyarakat  yang
cngat majemuk dan sangat heterogen sudah harang tentu akan
membuahkan keanckaragaman pengakomodastan modernisasi. dan
alobalisasi.  Satu sis. masih dapat ditemur kelompok kelompok
masyarakat yang agraris tradisional atau mungkin agraris modern,
ada pula kelompok masyarakat yang sudah berada dalam: taral
kehidupan industrial, namun ada pula masyarakat yang sudah
herada dalam kehidupwn modern dan global, Masyarakat Prismatik.

Kondisi masyarakat demikian sudah harang tentu pada satu
st akan dihadapkan pada situasi kehidupan yang relatif “rentan’
terhadap herbagai masalah yang muncul dan hersumber padaarus
modernisast dan globalisast dan pada sist Lun, menampilkan wajah
kehidupan  hukum  (sistem dan pencegakan hukumnya) vang
“cangaung” menghadapi tuntutan modernisast dan globalisasi ita
Perbenturan (kalau boleh dikatakan demikian) antara nilai nilad
kehidupan  agraris — tradisional — dengan nilai nila - kehidupan
modernisasi dan globalisasi serta kecanggungan “sikap” pencgakan
hukum dalam menghadapt sitvasi itu, tentunyaakan menampakkan
permasalahan hukum dan kemasyarakatan yang khas dic Indonesia
Olch «chab itu Kebutuhan akan perlunya Penegakan HAM i
Indonesia, mendorong dilakukannya pemahaman tentang bagaimana
perlindungan TTANT dan Peran serta masvarakat dalam: pelaksanaan
HANT dalam Negara

Hak Asast Manusia adalah hak dasar vang melekat pada dim
manusia vang sitatnya kodrati dan universal sehagai karunia Tuhan
Yang N aha Fsa dan herfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup
kemerdekaan perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak
holeh diabaikan, dirampas. atau diganggu gugat oleh siapapun.

Banosa Indonesia menvadari hahwa hak asast manusia bersifat
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historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang - dalam
kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara: Perumusan Hak
Asasi Manusia pada dasarnya dilandast olch pemahaman suatu
bangsa terhadap citra, harkat, dan martabat dirt manusiaitu sendiri.
Bangsa Indoncsia memandang bahwa manusiahidup tidak terlepas
dari Tuhannva, sesama manusia dan lingkungan. Inmilah  vang
terkandung dalam Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusiao - walaupun harus diakur bahwa selama i
kesadaran tentang hak hak asasi manusia didalam masyarakat
Indonesia masih kurang difahami dengan henar [ni tercermin dalam
banyaknya pengaduan dari masyarakat kepada Komnas FIANI
tentang perilaku pihak pihak tertentu yang melakukan: tindakan

tindakan pelanggaran hak asast,

Tentang  apa schabnya maka terjadi gejala rendahnya
pengertian dan kesadaran akan hak asasi itus tentu bermacam
macam namun hasil pengamatan, nampak bahwa pengertian tentang
hak hak asast dan kesadarannya pada masyarakat tidak selalu sejajar
atau berkorclast posial dengan tingkat pendhidikan formal orang

vang  bersangkutan. Jika kita ingat habwa masalah kesadaran

tentang hak hak asasi sesungguhnya lebih - merupakan suatu
pandangan  ataw nilai hidup  dan komitmen pribadi  kepada
pandangan dan nilai itu daripada sckedar pengetahuan yang bersitat
kognitif saja, maka memang pendidikan formal apalagi yang sangat
herorientast kepada peningkatan keahlian profesional semata mata
tidak menjanmin kesadaran tentang hak hak asasi manusia: yang
merupakan bagian darn nilai nilai kemanusiaanitus Dengan
demikian  berarti hahwa usaha penyeharan dan peningkatan
kesadaran akan hak hak asasi ita harus dilakukan secaras ckstra,
vaknt selam melalur saluran saluran resmi sebagammana semestinya
juga melalun saluran saduran tdak resmi dalam arty "non formal atau

“non governmental

Bagi masyarakat Indonesia sudah tentu persoalan hak hak

asast harus dicart dan dikaitkan akar akarnya dengan - idiology
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tasional Pancasila. Karena itu harus ada pendekatan kepada
Pancasila schagar rangkuman nilai il instrinsik, yang menjadi
tujuan dalam  dirinya sendiri berkenaan dengan inilah Pancasila
«ehagai dasar bagi undang undang Nomor 39 tahun 1999 tentang
hak asasi manusia. Mungkin sckali bahwa tipisnya komitmen
pribadi dan sosial dalam masyarakat pada umumnya kepada nilai
nilai Pancasila yang berarti juga kurangnya pemahaman dalam

Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 1ni.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas salah satu kemungkinan
vang dapat ditempuh dalam usaha menanamkan dan meluaskan
pengertian dan p¥nghayatan akan hak hak asasi manusia schingga
menimbulkan  kesadaran hak hak  asasi manusia ialah - dengan
menumbuhkan kesadaran tentang sejarah tumbuhnya ide ide nilai
kemanusiaan pada berbagar lapisan masyarakat, terutama
perumusan hak hak asast yang terdapat dalam Undang undang
Nomor 39 Tahun 1999 Dalam usaha menanamkan  kesadaran
masyarakat mengenai hake asast manusia perluadanya sosialisasi

haile secara formal maupun non formal.

Sementara ittt Gelombang Demokrast dunia juga menjadi
pemicu bagaimana HANI perle dikuatkan, tidak hanya di Jevel
internasional, namun juga di level nasional dan lokal.  Di tingkat
lokal demokrasi kemudian menjadi penentu terjaminnya HAM,
karena  figur  Kepala  Dacrah  kemudian menjadi - penentu

lcherpihakan kepaca HANT

- Pemokrasi dan HAM dua hal yang berbeda tetapi tidak
dapat dipisahkan. Didalam Negara yang menganut asas Demokrast
kedudukan rakvat sangat penting, schah didalam negara tersehut
rakyatlah yang memegang kedaulatan kepentingan dan hak asasi
raka T diakun dan dillindungi oleh negara, yvaitu dengan kata lain
negara melindungr Hakasast manusieyang diatur  dalam
konstitusinya, atau kedaulatan adalah kekuasaan yang penuh dan
langgeng ada pada masvarakat. D dalam negara Demokrasi suatu




negara diangeap milik masyarakat karena secara formal negara itu

didirikan dengan perjanjran masyarakat.

Demokrasi sehagai dasar hidup  bernegara memberi
pengertian,  bahwa pada tingkat  terakhir rakyat  membcerikan
ketentuan dalam masalah masalah pokok yang mengenai kehidupan,
termasuk  dalam  menilai kebijaksanaan negara oleh karena
kehijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi negara
Demokrast  adalah “negara yang  disclenggarakan  herdasarkan
kehendak  dan kemauan rakyar, atau jika ditinjau dari sudut
organisasi i berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan

olch rakvat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

Sistem - demokrasi untuk kehidupan  bermasyarakat  dan

hernegara im pada hakekatnya berasal dari hlosohs bahwa manusia

adalah mahluk vang bebas karena manusia mempunyai hak dan
kemampuan untuk mengatur dan menentukan hidupnya sendiri.
Untuk itu hubungannya  dengan bernegara adalah,  demokrasi
mempunyal arti penting bagl masyarakat untuk menentukan adanya
janinan - terhadap  penyelenggaraan negara,  serta jaminan
perlindungan terhadap HANL Scjarah perkembanganya, demokrast
mengalami berbagai penyesuaian terhadap situasi dan keadaan.
Demokrast dalam pengertian Yunani dan Athena Kuno - berbeda
dengan pengertian demokrast moderen walaupun mungkin pada
prinsip dasarnya tetap sama. Hakekat demokrasi adalah hahwa
kekuasaan ada ditangan rakyat atau dengan kata lain negara

disclengearakan berdasarkan kehendak dan kemaunan rakyat.

Sclanjutnya harus dipahami bahwa demokrasi schagai sistem
politik bernegara berkaitan dengan standar tertentu, yaitu standar
demokrast. Di negara negara maju standar demokrasi cukup tinggi,
disini demokaasi tidak hanya menunjuk pada mekanisme politik
hernegara, melainkan juga carchidup (way ol hile). Schaliknya pada
negara negara dimana demolkrast belum diterapkan secara mantap

standar demokrast Iehih rendah ukurannya, yvang ditonjolkan dalam
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hal i adalah mekanmsmenya dan bukan pencapaiannya. Pada
situast - demikian demokrasi semata mata dipandang scehagai
pengaturan politik bernegara dan tidak memasukkan unsur unsur

pesamaan didalam masyarakat

Namun demikian, perumusan konsep hak asasi- manusia
dalam setiap konstitust dart masing masing negara yang demokras
mau tidak mau dipengaruhi oleh pandangan hidup, pengalaman dan
kepentingan masyarakat dari masing masing negara di dunia. Yang

iu herarti pelaksanaan atau perwujudan hak asasi manusia di tiap
tap  negara sangat  dipengaruht  oleh scjarah perkembangan

masyarakat dari masing masing negara tersebut.,

Menurut St Socmantrr - tidak ada satupun negara yvang
demokrast.didunia ing yang tidak memihiki konstitusi, karena negara
dlan konstitusi merupakan dua institusi yang tidak dapat dipisahkan
satu sama fain: Negara merupakan organisast kekuasaan, sedangkan
kekuasaan ity mempunyar kecenderungan untuk disalah gunakan.
Supaya hal tersebut tdake terjadi harus diupayakan untuk mencegah
penyalah gunaan kekuasaan dengan mempersiapkan konstitusinya
ataw undang undang dasarnya, yang menurut A Hamid Attamimi,
Konstitusi atau Undang Undang Dasar adalah sehagai pemberi
pecangan  dan pembert batas, sckalicus  tentang hagaimana

kekuasaan negara harus dhjalankan.

Sclanjutnya apabila kita pelajart semua konstitusi yang
herlaku disetiap negara, didalamnya secara umum  sclalu terdapat

tiga I\'c]nmp_ul\-' matcrt muatan vairuw

| Pengaturan tentang jaminan dan perlindungan terhadap
FEANIT
2. Pengaturan tentang  susunan ketatanegaraan  yang

bersifat mendasar

)

Pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas

tugas ketatancgaraan vang juga bersifat mendasar
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Demikian juga halnya di Indonesia perkembangan demokrasi
dan HAND dapac ditelusuri pengaturannya didalam konstitusinya,
Schelum UL D 1945 yvang berlaku sekarang ini, di Indonesia juga
pernah berlaku Konstitusi RIS 1949 dan UILS 19500 Seperti kita
ketahut UUD 1945 hanya memuat 5 pasal yang mengatur tentang
HANL yaitu pasal 27 sampai pasal 31, bila hal int kita bandingkan
dengan kontitust RIS 1949 dan UUDS 1950 ternyata kedua
konstitusi yang dischut terakhir lehih maju dalam pengaturan HAM,
Karcna kedua konsuitusi itw sudah mengaturnya secara rinci dalam
banyak pasal. Konstitusi RIS 1949 mengatur dalam 35 pasal, yaitu
pasal 7 sampai dengan pasal 41, sedangkan U'UDS 1950 mengatur
dalam 37 pasal, yaitu pasal 7 sampai dengan pasal 43 Konstitusi RIS
1949 dan UU'DS 1950 mengatur masalah HANT dengan pasal pasal
vang terperinet, jelas dan tegas. Hal tersebut udak terdapat dalam
UUD 1945 yang jauh [ehih sedikie jumlah pasalnya, tidak terperina

dan hanya mengatur beberapa persoalan saja

Setelah  amandemen kedua UUD 1945 dan keluarnya
Ketetapan MPR RTNo XVHNPR/IV9R tentang Hak Asasi Manusia.
perkembangan HIAND di Indonesia semakin pesat. Dalam upaya
pengembangan HAN i Indonesia, kita scelalu berpegang pada

prinsip schagai herikut

I Ratifikast berhagai instrumen PBB tentang HANL hanya
dapat dilakukan sepanjang udak bertentangan dengan
Pancastladan UUD 19453

3 Hak Asast Manusia dibatast oleh hak dan kebebasan
orang lan, moral, kcamanan dan ketertiban umum (TAP
MPR No. XVIFNPR T998).

Berdasarkan hal tersebut dan sesuar dengan kesepakatan
[nternasional? pelaksanaan HAN adalah wewenang dan tanggung
Jawab sctiap - Pemerintah - Negara dengan memperhatikan
sepenuhnya keancka ragaman tata nilai, scjarah, kebudayaan, sistem

politik, tingkat perttmbuhan sosial dan ckonomi, serta faktor faktor
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lain vang dimiliki bangsa yang hersangkutan. Dengan demikian

Harmonisasi peraturan perundang undangan nasional Indoncesia

dibidang HAM, dilakukan antara lain dengan merevis perundang

undangan vang berlaku dan merancang Undang Undang yang baru

estau Isi Intrumen Internasional HAN yang telah di Ratibikast.

Upaya yang tclah dilakukan antara lan adalah schaga

herikut:

{4

]

Mclakukan perubahan kedua atas UUD 1945, berkenaan

dengan HANL dengan menambahkan Bab XA dengan

judul Hak Asasi Manusia Bab it terdiri dari 10 pasal,

yaitu pasal 28 A sampai pasal 28 |
Menctapkan  Ketetapan NMPR- Nomor NVIFNMPR/T998
tentang Halk Asast Manusia, vang antara lan memuat
sehagar berkut
Menugaskan  kepada lembaga fembaga tinggy
negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk
menghormaty, menegakkan dan meycebarluaskan
pemahaman tentang hak asast manusia Lepada
seluruh warga masyarakat
Menugaskan  kepada Presiden serta Dewan
Perwakilan Rakyat Republik  Indonesia untuk
seacra  meratifikast  berbagaiintrumen Inter
nasional tentang hak asasi manusia sepanjang tidak
hertentangan dengan Pancastla dan UUD 1945,
Mengundangkan Undang Undang, Nomor 39 tahun [999
tentang Hak Asast Manusia, yang mcrupakan tonggak
‘xL‘l'.ll'.lh penting atas pengakuan dan perlindungan HANL
Salah satu pertimbangan dart pembentukan undang
andang it adalah salah satu kesadaran bahwa

pelaksanaan,  penghormatan, perlindungan dan

penegakan HANT selamaini sangat lemah
\Mengundangkan - Undang Undang Nomor 26 Tahun

2000 tentang Pengadilan Hak Asast Manusia Pengadilan
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HAM adalah Pengadilan khusus terhadap pelanggaran
HAN yang berat yang meliputi kejahatan  terhadap
cenosida dan - kejahatan terhadap  kemanusiaan
kemanusian,  Prinsip prinsip - yang - tertuang dalam
undang undang im - diantarang diadopsi— dari The
Convention and punishment of the crime ol genodide

(1948)

Pasang surut  perkembangan TEANI di Indonesia dapat
ditclusuri dalam kehidupan hermasyarakat dan bernegara sejak
herdirinya republik ini yang dikuasa oleh beberapa rezim, mula
re=im orde lama, orde bartt dan orde reformasi, - kuatnya pengaruh
perkembangan HAN di dunia [nternasional mendapat - respon
positip dari penyelenggara negara di Indonesia ketika pada tahun
1998 MPR menctapkan TAP No XVIFMPR/I998 tentang Hak Asasi
\anusta yang, dinndaklanjut dengan  pembentukan Pengadilan

HAM melalui Undand Undang No 26 tahun 2000

Ketetapan NMPRORE Nomor NV APR 1998 tentang Hak
A=asi Manusia menugaskan kepada lembaga lembaga Tinggi Negara
dan scluruh Aparatur Pemerintah untuk menghormati, menegakkan
dan menycharluaskan pemahaman mengenai hak asast manusia
kepada  scluruh - masyarakat sertiv segera meratifikasi berbaga
instrumen Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Asasi Manusia
sepanjang tidak hertentangan dengan Pancasila dan Undang
LU'ndang 1945

U ntuk =melaksanakan amanat lketetapan MPR o tersebut

diatas. telah dibentuk  undang undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hale Asast Manusia Pembentukan undang undang tersehut
merupakan perwujudan tanggung jawabh hangsa Indonesia schaga
Negara yang demokrasi dan - juga sehagai anggota Perserikatan
Bangsa Bangsa. Disamping  hal tersebut pembentukan Undang
undang Hak Asast Manusia juga mengandung suatu misi pengemban

tanggung jawab moral dan hukun dalam menjunjung tinggi dan
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melaksanakan Deklarasi Universal  Hak  Asasi Manusia yang
cditctapkan olch Perserikatan Bangsa Bangsa. serta yang terdapat
dalam instrumen hukum lainnya yang mengatur Hak Asasi Manusia

vang telah disahkan atau diterima oleh negara Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia diharapkan dapat melindungt Hak Asast Manusia, haik
perscorangan _maupun - masyarakat, - dan menjadt dasar - dalam
pencgakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman haik
perscorangan maupun masyarakat terhadap pelanggaran hak asasi
manusia yang herat

-
Masyarakat Indonesia yang berkembang scjak masih sangat

sederhana sampai modern, pada dasarnya merupakan masyarakat
kekeluargaan, Masyarakat kekeluargaan telah mengenal pranata
cosial yang menyvangkut hak dan kewajihan warga masyarakat yang
terdirt atas pranata relegius yang mengakui bahwa manusia adalah
ciptaan Tuhan Yang Maha Fsadengan segalachak dan kewajibannya,
pranata keluarga schaga wadah manusia hidup - untuk
mengembangkan keturunan dalam menjaga kelangsungan
keheradaannya, pranata ckonomi yang merupakan upaya manusia
untuk  meningkatkan  kescjahteraan,  pratana pendidikan dan
pengajaran untuk mengembangkan kecerdasan dan - kepribadian
mnformasi - dan komunikast untuk  memperluas wawasan - dan
keterbukaan,  pranata hukum  dan - keadilan untuk  menjamin
ketertiban dan kerukunan hidup,  pranata keamanan  untuk
menjamin keselamatan setiap manusia. Dengan demikian substansi
Hak Asdst Manusia mehiputi hak untuk hidup, hak herkeluarga dan
melanjutkan keturunan, hak mengembangkan dir, hak keadilan, hak
kemerdekaan,  hak  herkomunikasi, hak keamanan dan hak

Kesepahteraan

Bangsa Indoncesia menyadari dan mengakui bahwa setiap
individu adalah bagian dari masyarakat dan schaliknya masyarakat
terdiri dart individu mdividu yang mempunyai Hak Asasi serta
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hidup di dalam lingkungan yang merupakan sumber daya bagl
kehidupannya: Oleh karenacitu, tap individu disamping mempunyai
Hak Asasi, juga mengemban kewajiban dan tanggung jawab untuk
menghormati Hak Asasi individu lain, tata tertib masyarakat serta
lelestarian fungsi,  perbaikan tatanan dan  peningkatan mutu
lingkungan  hidup. Namun - harus diakui  hahwa  kesadaran
masyarakat tentang hak asasi manusia ini. masih - merupakan
masaliah, hak asast tersebut masih helum: dipahami sceara meratd,
karena itu belum disadari secara semestinya. Ini tereermin di dalam
hanyaknya pengaduan masyarakat kepada Komnas HAM tentang
perilaku Qih;:l\' pihak  tertentu yang melakukan  tindakan
pelanggaran hak asast tanpa sedikitpun rasa salah - dari - yang

hersangkutan.

Sejarah dunia mencatat herbagai penderitaan, kesengsaraan
dan kesenjangan sosial yang dischabkan perilaku tidak adil dan
diskriminatil atas dasar ctnik, ras, warna_kulit, budaya, hahasa,
agama, golongan, jenis kelamin, Jdan status sosial lainnya. Menyadari
hahwa perdamaian dunia serta kescjahteraan merupakan dambaan
aumat  manusia,  maka  hal  yang  menimbulkan penderitaan,
kesengsaraan ‘dan kesenjangan serta yang dapat menurunkan harkat
dan martabat manusia harus ditanggulangi olch setiap bangsa.
Bangsa  Indonesia,  dalam perjalanan sejarahnya mengalami
kesengsaraan dan penderitaan yang dischabkan oleh penjajah. Oleh
karena itu Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan
haliwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan diatas
dunta dihapuskan karena tidak sesua dengan prikemanusiaan dan
prikcadilan, schingga Bangsa Indonesia berpandangan bahwa Hak

Asasi Manusia tidak terpisabkan dengan kewajibannya

Rumusan Hak Asast Manusia dalam sejarah ketatanegaraan
Indonesta eksphsit juga telah dicantumkan dalam Undang undang
Dasar 1943, Kemajuan mengenal perumusan Flak Asasi Manusia
tercapai ketika sidang umum \ajelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Tahun 1998 telah tercantum dalam Garis garts
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Besar Haluan Negara dan dengan keluarnya Undang undang Nomor

30 Tahun 1999 tentang Hak Asast Manusia

B. HAM Anak dan Tragedi Mistianah

Anak merupakan karunia Tuhan yang dititipkan kepada tiap
orang tua. Keberadaan anak merupakan suatu keniscayaan, karena
merupakan konsckuensi dari kehutuhan biologis sctiap manusia.
| ¢hih jauh, anak merupakan suatu kehutuhan logis bagr lingkungan
cosial, yang meregencrast suatu peradaban ataun setidaknya suatu
linakungan Apalla dikaitkan dengan keberadaan lingkungan sosial
tertingal, yang saat int dischut negara, maka anak merupakan asct
vang kelak menggantikan generasi yang saat ini mengisi posist posisi

atau jabatan jabatan strategis dalam suatu negara.

Guna menghasilkan senerasi pengganti tersebut, mutlak
diperlukan pemenuhan kebutehan anak: secara hatk. Kchidupan
anak vang berkualitas, akan menghasilkan generasi anak yang
herkuahitas pula, begitupula sebaliknyas Dengan kata lain, kemajuan
suattt hangsa akan sangat terpengaruh oleh lualitas anak yang hidup
cut ini Kuditas anak vang baik bukan hanya semata mata
Qihaalkan dart kebutuhan materil dan biologis yang mencukupi,
namun di-sisi yang lain juga sangat bergantung pada lingkungan
sosial di masyarakat yang layak terhadap anak.

Negara, dalam hal ini sceara lkonstitusional telah diamanat
olch L'UD NRI Tahun 1945 tanggung jawab untuk menjamin
kelangsungan hidup, dan perlindungan terhadap anak. Pasal 28B
Avat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur

. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
herkembang serta berhak atas perlindungan dart kekerasan

Jdan diskriminast.”

( ‘le.Pung Timur



Rumusan pasal terschut masuk dalam perubahan kedua
dalam Amandemen UUD NRI Tahun 19450 herbarengan dengan
masuknya  rumusan rumusan - mengenat - hake s asast s mantisia
Ketentuan mengenai tanggung jawah negara terhadap anak int,
cecara tekstual merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak hak
wsasi manusia. Menariknya, nomenklatur “setiap anak”™ dalam tekes

tertulis konstitusi ini hadir diantara nomenklatur “sctiap orang”™

Hal tersebut, hila dipahami secara mendalam memberikan
pemahaman bahwa anak mempunyal posist yang sangat penting,
vang perlu mendapat perhatian dan masyarakat, scrta sangat
membtuhkan tanggung jawab negara mulai dari aspek normatil

sampai pada tataran praktik.

Tidak ~dapat  diclakkan  pengaturan kewajiban  negara
terhadap anak dalam UUD NRI Tahun 1945 mengikat negara untuk
mencrapkannya di scluruh Indonesia, tanpa terkecuali. Di manapun
dacrahnya,  selama merupakan * baglan dart - Negara  Kesatuan
Republik Indonesia, maka pemerintah - sehagai pelaksana tugas
negara berkewajiban menciptakan lingkungan yang layak terhadap

anak

Tangeung jawab tersebut, secara lchih komprehensil juga
akan saneat bergantung pada hingkungan masyarakat  sckitar
Masvarakat sekitar yang dalam praktiknya akan hersinggungan
langsung dengan anak. Artinya, diperlukan cimbiosis yang kuat
antara pemerintah - dengan masyarakat - itu sendiri - untuk

menciptakan lingkungan yang layak terhadao anak.

Lampung schagar salah satu provinsi di Indonesia tidak dapat
dpingkiri saat ini masih menyandang stigma yang cenderung negaril,
seperti marak begal, tindak kekerasan. serta kasus kriminal lainnya
Stigmatisast olch masyarakat i merupakan pantulan dari kasus
kasus vang sceard aktual memang kerapkah terjadi di wilayah

Provinst L ampung,
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Lidak terkecualt kasus kekerasan scksual terhadap anak,
lkian menambah stigma negatif terhadap dacrah Tampung. Bila pada
level nastonal kita masih bisa mengingat kasus Yuyun, scorang anak
vang kehilangan nyawanya setelah mendapatkan pelecchan seksual,
maka di Lampung, kasus serupa pun terjadh kepada Mistianah,
scorang anak yang tinggal di Kabupaten Lampung Timur yang masih
mengenyam pendidikannya di SDN 1 Pelanghkawati Kecamatan

[ abuban Ratwe

Gambar 1. Nhstianah

Nistianah hilang hari Kamis, 14 April 2016 jasadnya baru

diemukan hari Nlinggu 17 April 2016 di scbuah gubuk kosong di

tengah perladangan kebun karet. Tempat penemuan jasad Mistianah
sckitar 15 kilometer dari rumah kediamannya: Saat ditemukan jasad
Nistianah sudah - mengeluarkan aroma tidalke sedap dan - sulit
dikenali " Mistianah ditemukan tewas pada 17 April di schuah gubuk
di tengah perkebunan di Tampung Timur. Tiga hari schelum
Jasadnya ditemukan. Nistianah diajak pergi olch dua orang dengan

iming iming os krim. NMistianah menjadi korban pemerkosaan,

Betapapun, Yuvun dan Nhistianah merupakan contoh kasus

vang terungkap dan menjadi boommg Di Tuar itu, tentu masih banyak

http www newsth.com ruptik T4858 berita-han-mi-kasus-mirip-yuyun-
menimpa-tetangganyva-scorang-aktivis-ham-lampung-tnmur-curhat-lewat-th-tolong--

ber-pnga-aku-hlm

'ﬁal:{Di k;bupaten' Lampung Timur



kasus lain yang belum: terungkap, atau dengan kata lain, masih
banyak anak vang menjadi korban kasus kekerasan dan pelecchan

seksual

Kisah pilu Mistianah, memanuk heherapa gerakan simbolik
seperti aksi seribu lilin yang digelar di Tapangan Sribhawono,
[ ampung Timur . Tidak ketinggalan, pasca kejadian Mistianah,
banyak pula terdengar seruan scruan dari berbagai organtsasi yang

menyuarakan hahwa anak membutuhkan perlindungan.

Gerakan gerakan  tersebut - merupakan  bentuk ckspresi
kepedudian warga negara masih memahami pentingnya menjaga
anak schagai aset bangsa. Gerakan gerakan terscbut perlu dipahami
bukan hanya schagai aksi seremonial dan simbolik, nmun juga
cehagal sarana untuk menggugat kembalr tanggung jawab negara

terhadap keherlangsungan kehidupan anak.

Perkembangan  ketatanegaraan — yang  saatini tengah
membawa pada arah demokratisast, sejatinya membuka gerbang
yang  sangat  luas untuk bag pemerintah agar - dapat
menycelenggarakan  program program - yang memiliki urgensi
terhadap anak. Otonomi dacrah misalnya, mcrupakan gerbang yang
membuka kewenangan dacrah untuk dapat ikut serta dalam upaya
perlindungan anak. Melalur otonomi dacrah tersebut, maka dacrah
dapat mengambil lehijakan kebijakan program nyatayang memiliki

dampak positit terhadap anak

[ingkungan akademik seperti perguruan tingg) misalnya,
setelah kejadian - Mistianah,  segera mengeclar - Focus  Group
Discussion  dengan tema “Menggugat - Tangaung, Jawab  Negara
Terhadap  Perempuan dan Anak™ Diskusi ini - menghadirkan

herbagai pamangku herkepentingan., schingga pada  akhirnya

htip: newslampungterkini.com news 4830 malam-ini-1000-hlhin-untuk-
mistianah-akan-menyala.hunl )
!http,//dualurduo/m16/05/26/hlma---htn pushiban-unila-gelar-fgd-soal-
kekerasan-terhadap-anak/
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mengeluarkan sehuah rekomendasi dibutuhkannya desa ramah anak
yang didalamnya terdapat rumah kontrol anak. Masukan masukan

~eperti ini yang kemudian membuat gagasan desa ramah anak makin
menguat.

Gambar 2.

Kegiatan FGD dengan tema “Nenggugat Tanggung Jawab Negara

Ferhadap Keadilan Prempuan dan Anak”

Desa Ramah Anak, merupakan konsep program yang sangat
dibutuhkan dalam upava menanggulangi kasus kekerasan scksual
terhadap anak: Anake sc

sagai asct dan cikal bakal penerus bangsa
sudah <clayaknva dan sepantasnya mendapatkan perlindungan.
- Perlimdungan tersebut, memiliki maksud untuk menjaga kualitas
anak vang kelak akan mercgencrasi generast bangsas Konsepsi Desa

Ramah Anak merupakan bentuk upaya perlindungan terhadap anak

ak Di Kabupaten Lampung Timur




BAB 2

INISIASI
DESA RAMAH ANAK

A Inisiasi Desa Ramah Anak di Kabupaten Lampung Timur

Lampung Timur schagai salah satu kabupaten di Provinsi
Lampung saat in1 tengah menggalakkan pembangunan di segala
bidang, termasuk  didalamnya adalah pembangunan di bidang
kcamanan dan ketertiban masyarakat. Schubungan dengan i,
mengingat — kasus  yang  terjadi pada - Mistianah,  Pemerintah
Kabupaten  Tampung Timur mencanangkan  dan dan  langsung

mercalisasikan program Desa Ramah Anak.

Kabupaten  Lampung  Timur - sctelah menjadi tempat
terjadinya kasus Misttanah, sccara sigap mengambil - kebijakan
strategis dengan menggagas Desa Ramah Anak. Lokasi awal yang
divagas adalah desa Labuhan Ratu yang merupakan desa lokasi
tempat tinggal Nistianah. Hal im dilakukan untuk mereduksi aksi

kepahatan serupa di dacrah yang sama,

Adapun  dalam  perkembangannya, desa ramah anak ini
menjadi konsep yang semakin dianggap humanis dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat  schingga diterapkan  di banvak  dacrah

Dalam hal i Bupati Lampung, Timur mengukuhkan 24 desa ramah
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anak’ dan mengupayakan untuk memperbanyak desa ramah anak

tersebut di Kabupaten Tampung Timur

Bupati Lampung Timur saat Pencanangan Desa Ramah Anak

Program  memperhanyak  Desa Ramah - Anak tersebut
merupakan langkah vang diambil mengingat masih banyak wilayah
di Kabupaten Tampung Timur yang belum ramah terhadap anak.
NMelalui program desa ramah anak, maka diharapkan dapat dibangun
desa vang kondusil terhadap keberadaan anak di dalamnya, dimana
masyarakat sadar akan pentingnya pengawasan terhadap  anak,
chingga pengawasan terhadap anak hukan hanya menjadi tanggung
awab dari orang tud masing masing, melainkan tanggung jawab
masyarakat sceara bersama sama dengan campur tangan pemerintah

<chagai pengambil kebijakan,

Salah satu bentuk kegiatan yang menjadi awal pencanangan
desa ramah anake tersebut vakni festival anakyang digelar h gedung

Pusihan arcal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Berbagai

|
http: - wartamerdeka.net bupatr-lampung-timu kukuhkan-24-desa-ramah-anak
hitp:” www beritasatu.com nastonal 454371 Slampung-timur-perbanyvak-desa-
ramah-anak html

kD Kak paten Lampung Timur



acara seni antara lain pembacaan puisi dar dua siswa Sckolah Luar
Biasa (SLB), pelavanan akte kelahiran gratis bagr anak anak, lomba
mewarnar tingkat PAUD dan TK, hingga pertunjukan drama tan
olch komunitas anak. ™ Kegiatan tersebut, divakini oleh Bupat
Lampung Timur tidak akan hanya menjadi kegiatan seremonial

belalka

5 ok
el
ta*?

- & Sk

Gambar +

Festival Analke Kabupaten Tampung Timur

Melalur program desa ramah anak, dibangun suatu suasana

masyarakat - desa yang  kondusif dengan tidak mengacuhkan

keberadaan anake Latar belakang desa yang berbeda beda, pada
kenyataannya seringkalt membuat masyarakat menjadi tidak care

terhadap kegratan yang dilakukan oleh anak

Pada wilayvah desa yang memiliki basis ckonomi misalnya,
para orang tua cenderung disibukkan dengan kegiatan jual beh dh
pasar. Begitu pula pada wilayah pantai, orang tua akan disibukkan
dengan kescharannya untuk mencari ikan ke Lt ataw heleerya di

tempat wisata pantal. kondisi demikian terjadi pada banyak

(4] » ) g
http:/www harnas.co 2017, 107 18 Tampung-timur-menuju-kabupaten-ramah-anak
https: www serujambi.com 2017 Tampung-timur-gelar-festival-anak
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keluarga di satu desa. schingga pada akhirnya kesadaran masyarakat

desaterhadap anak menjadi sangat rendah.

Program desa ramah anak